[ SALINAN ]

BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INTAN JAYA NOMOR 21 TAHUN
2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Menimbang :

KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INTAN JAYA,

a. bahwa berdasarkan evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Intan Jaya Tahun
Anggaran 2026 sampai dengan akhir bulan Juni Tahun
2026 menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan asumsi
prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah,
keuangan  daerah, rencana  program/Kegiatan/Sub
Kegiatan dan kegiatan, perkiraan capaian target serta
kondisivitas daerah serta adanya Sisa Lehih Perhitungan
Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 yang perlu dipergunakan
dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026, maka
Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap
Kebijakan Daerah sehingga Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2026 perlu dilakukan
perubahan sesuai kebutuhan;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 Ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah  Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah;
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Mengingat

Ls

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Intan Jaya
Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 3851);

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Pembendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4938);
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8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

10.

1.

12.

13.

14.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801});

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6987);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonedia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4972), sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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23.

24.

25,

26.

27.

28.

29,

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomeor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan
dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 163);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk
Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7169);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 186);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 34);
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30.

31.

32,

33.

34.

35,

36.

37.

38.

39.

40.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana
Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
53);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-
2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 19);

Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2025 tentang
Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua Tahun
2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 169);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Barita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Barita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 435);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
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41.

42,

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2026
tentang Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 73);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun
2026 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 3 Tahun
2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi
Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun
2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Intan Jaya Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah
Kabupaten Intan Jaya Tahun 2015 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun
2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan
Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Intan Jaya Nomor 1) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1
Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun
2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Intan Jaya Nomor 1};

Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 5 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan
Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya tahun
2017 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun
2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021
Nomor 4};

Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 6 Tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Intan Jaya 2025-2045 (lembaran Daerah
Kabupaten Intan Jaya Tahun 2016 Nomor 6);
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Menetapkan :

49, Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 5 Tahun

2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025-2029 (Lembaran
Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 5);

50. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun

2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2026 Nomor 1);

o51. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita
Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Intan
Jaya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita
Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 4);

52. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 21 Tahun 2025 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya
Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor
22);

53. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 2 Tahun 2026 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah
Kabupaten Intan Jaya Tahun 2026 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN BUPATI INTAN JAYA NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 21 Tahun
2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun
Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 22)
diubah sebagai berikut :

Ketentuan ayat (1), ayat (2) huruf a dan huruf b, ayat (3) diubah dan diantara
ayat (2) dan ayat (3) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) serta
ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 3.../9




(1)

(2)

Pasal 3

RKPD Kabupaten Intan Jaya Tahun 2026 merupakan Penjabaran
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Intan Jaya Tahun 2025-2029.

RKPD Kabupaten Intan Jaya Tahun 2026 disusun berpedoman pada:

a. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Program Strategis Nasional
Tahun Anggaran 2026;

b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Program Strategis
Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2026;

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun
2017.

(22) RKPD Kabupaten Intan Jaya Tahun 2026 disusun mencakup:

(3)

()

Analisis gambaran umum kondisi daerah;

Analisis rancangan kerangka ekonomi daerah;

Analisis Kapasitas riil Keuangan daerah;

Penelaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah;
Penelahaan terhadap sasaran dan arah kebijakan RPJMD;
Penelahaan terhadap arah kebijakan pemerintah pada RKP dan
program strategis nasional;

. Penelahaan pokok — pokok pikiran DPRD;

Perumusan Prioritas pembangunan daerah; dan
Perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

D @O RS TP

RKPD Perubahan Kabupaten Intan Jaya Tahun 2026 disusun dengan
sistematika sebagai berikut :

BABI : PENDAHULUAN

BAB Il : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN 2026

BAB Il : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV: SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI: PENUTUP

RKPD Kabupaten Intan Jaya Tahun 2026 yang ditetapkan berdasarkan
Peraturan Kepala Daerah dijadikan sebagai pedoman untuk menyusun:

a. Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun
Anggaran 2026; dan

b. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) Tahun 2026 serta
Rancangan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (RPPAS) Tahun
2026.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (a) sebagai dasar Perangkat
Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.
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(6) Perubahan substansi dan muatan RKPD Kabupaten Intan Jaya Tahun
2026 tercantum dalam dokumen RKPD BAB I s/d BAB VI sebagaimana
terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 2 September 2026

BUPATI INTAN JAYA,
TTD

ANER MAISINI

Diundangkan di Sugapa
pada tanggal 2 September 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA,

TTD

ASIR MIRIP

BERITA DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2026 NOMOR 13

SWASUPULAYUK
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